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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 11 /1 / TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

a.

bahwa untuk tertibnya Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Pengelolaan Barang/Jasa dalam Lingkup Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun  Anggaran 2026, maka perlu
menunjuk/mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK);

bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas,
maka dipandang perlu menetapkan dengan Surat
Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Kepulauan Selayar.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
1



Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
PeraturPerundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,



10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024
tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di
Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7077);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa
Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara  Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9
Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah  Kabupaten Kepulauan
Selayar Tahun 2023 Nomor 129);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor
35 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

MEMUTUSKAN :

Menunjuk/mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya
tercantum dalam lampiran keputusan ini, sebagai
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) program/kegiatan
lingkup Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten

Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh
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KETIGA

Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

dengan persyaratan dan tugas sebagai berikut :

1. Tugas Pokok :

o

Menyusun perencanaan pengadaan;

Melakukan konsolidasi pengadaan barang/jasa;
Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan
Kerja (KAK);

Menetapkan rancangan kontrak;

Menetapkan HPS;

Menetapkan besaran wuang muka yang akan
dibayarkan kepada penyedia;

Mengusulkan perubahan jadwal;

Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling
sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta
Rupiah);

Mengendalikan kontrak;

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh
dokumen pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan
kepada PA/KPA;

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan

kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

m. Menilai kinerja penyedia;

Menetapkan tim pendukung;
Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
Menetapkan surat penunjukan penyedia

barang/jasa.

2. Tugas lain yang diperlukan :

a.

b.

Melakukan tindakan yang mengakibatkan
pengeluaran anggaran belanja; dan

Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan
pihak lain dalan batas anggaran belanja yang telah

ditetapkan.

Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun

Anggaran 2026.



KEEMPAT

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab.

KELIMA * Keputusan ini berlaku surut dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 14 Januari 2026
Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kepulauan Selayar di Benteng;

2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan
Selayar di Benteng;

3. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 11 /1 / TAHUN 2026

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN ANGGARAN 2026

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN ANGGARAN 2026

NO

NAMA, NIP, JABATAN

URAIAN

2

3

NUR IHSAN CHAIRUDDIN, S.S

vip. [

KEPALA DINAS

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat
Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

1 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan

Kebudayaan

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
1 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam

Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata

Kabupaten/Kota
1 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar

Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

1 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata

dan Ekonomi Kreatif

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten / Kota

1 Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

3 Fasilitasi Kunjungan Tamu

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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NAMA, NIP, JABATAN

URAIAN

3

Kegilatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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